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TENTANG

IJIN PENDIRIAN
$EKCILAH MENENGAH PERTAMA (SMP} ISI.AM TERPADU ANUGRAH INSANI

ATAS NAMA YAYASAN ANUGRAH INSANI
-}AI.AN RAYA PEMDA BOJONG DEPOK BARU III KELURAHAN KARADENAN

KECAMATAN CIBINONG
K.ABUPATEN BOGOR

KEPAI.A DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a.

u.

hahwa.dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataanpendidikan dasar kepada masyarakit, serta mewujudkan
pelaksanaan wajib belajar pendidikah dasai, perlu memberikar* ijirrpendirian sekolah Menengah pertama tsrr,lpl lslam Terpaiu
Anugrah.lnsani yang berrokasi di Jaran nayi pemda Bojong $p;r..Baru il! Kerurahan Karadenan Kecamatan dininlng
Kabupaten Bogol-;
bahwa berdasarkan . pertimbangan sebagaimana dimaksuddalarn N'ruruf a, pe.Ilu menetafikan repu{rsan Kepara DinasPendidikan tentang rjin pendirian sekorah Menengah Fertarna(sMP) tstarn Terpadu Anugrah rnsanictas ;il;i;rasan Anugrah
!1s,ani yang berrotasi u-i .litan Ray_a pemda eo;ong'o"pok Baru ilrKerur"ahan Karadenan Kecamatan cibinonf r"['rpi't*E"g*l - "'

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan
Daerah *Kabupaten , 

daram tingkungan Jawa Earat (r-embaran
Negara Repubtik lndonesia Tah-un tdSO fVomor A I
Ynd?.n.q - Undang Nornor 20 Tahun 200g tentang SisternFendidikan Nasionar ( Lembaran Negara n"pr'uiir, rndonesiaTahurn 2003 Nomor 7b, Tambahan l6muaran-t,t"grru Repubriklndonesia Nomor 3390 );
Undang-undang Nomor 32 tahun 2oo4 tentang pemerintahan
Daerah ( Lernbaran. Negara Republik tnoonesL Tahun zoo4Nomor 1zs, Tambahan Lembaran Negara n"prurik rndonesiaNomor 4,49r),-sebagaimana terah beoJrapa rrrii Jirnrh, terakhirdengan undairg-Undang Nomor 12 Tahun zooa tentangFerubahan Kedua Atas undang- uhdang Nomor 32 Tahun za04(Lernbaran Negara Repubrik IndonesiJ rahun zobg Nomor sg,Tanrbahan Lenrbaran Negara Repubrik rnoonesia lio*or 4g44);

flr,4engingat : 'l

2.

J.

4. Peraturan ...


